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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  33  TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMANG 

DAN KECAMATAN LUBUK BESAR DI KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa Desa Selindung dan Desa Kerabut merupakan wilayah 
Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah yang 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten 
Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa 
Selindung, telah masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan 
Pangkal Balam Kota Pangkalpinang; 

 
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 

Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan 
Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai 
dengan situasi dan keadaan sekarang sehingga perlu diubah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang 
dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah; 

 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 4268); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005           
Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten                  
Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa 
Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4792); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor ……); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penegasan Batas Daerah; 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang 
Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan 
Status Desa Menjadi Kelurahan;   

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;  
 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pembentukan Kecamatan; 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2006 

tentang  Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006            
Nomor 28); 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2006 Nomor 30); 

 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 

tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk 
Besar di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 37); 

 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 

tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) 
Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 38); 

 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten 
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2008 Nomor 84); 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten 
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2008 Nomor 85); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2006 
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMANG DAN 
KECAMATAN LUBUK BESAR DI KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 
 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten                   
Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam 
belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38), 
diubah sebagai berikut : 

 
 

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
 

Pasal 9 

Dengan dibentuknya Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, maka wilayah : 
(1) Kecamatan Pangkalanbaru terdiri dari : 

a. Kelurahan Dul; 
b. Desa Beluluk; 
c. Dihapus; 
d. Desa Mangkol; 
e. Desa Pedindang; 
f. Desa Padang baru; 
g. Desa Jeruk; 
h. Desa Air Mesu; 
i. Desa Benteng; 
j. Desa Batu Belubang 
k. Dihapus; dan 
l. Desa Tanjung Gunung. 

 
(2) Kecamatan Koba terdiri dari : 

a. Kelurahan Koba; 
b. Kelurahan Berok; 
c. Kelurahan Padang Mulia; 
d. Kelurahan Simpang Perlang; 
e. Kelurahan Arung Dalam; 
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f. Desa Nibung; 
g. Desa Guntung; 
h. Desa Terentang; 
i. Desa Penyak; 
j. Desa Kurau; dan 
k. Desa Kurau Barat. 

 
 

Pasal II 
  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 

 
 Disahkan di Koba 
 pada tanggal  24 Desember 2008 
 
 BUPATI BANGKA  TENGAH, 
  
 
         Cap/dto 

 
            ABU HANIFAH  

 
Diundangkan di Koba 
pada tanggal 24 Desember 2008 
 
SEKRETARIS  DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/dto 
 
 
ABDUL HADI ADJIN 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR  91 

 
 

 


